
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

yang telah memenuhi syarat syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang 

mengaturnya disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang merupakan  

mata rantai estafet kehidupan manusia disamping merupakan sumber 

kelahiran yang berarti sebagai obat penawar musnahnya manusia karena 

kematian dimuka bumi ini, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan 

keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara.1 

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UU Perkawinan) arti dari perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro Perkawinan adalah hidup bersama 

antara seorang laki–laki dan seorang perempuan yang memenuhi 

syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.3 Perkawinan 

merupakan peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang 

menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan antara pihak yang 

 
1 Irzain. Aiza is-A iza is Hukum P ierdaita i Suaitu Piengainta ir Ba igiain Kieduai, (Ja ika irta i: LPU-Una is, 

2019), hlm. 206. 
2 Indion iesia i (a i), Unda ing-Unda ing N iomior 1 Ta ihun 1974 T ienta ing Pierkaiwina in, Pa isa il 1, 

Liemba ira in Niega ira i R iepublik Ind ioniesia i 1974 Niomior 1. 
3 Wirj ion io Pr iodjiodik iorio, Hukum P ierka iwina in di Indioniesia i, (Ba indung, Sumur Baindung, 

1991), hlm. 27. 
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melangsungkan perkawinan itu sendiri. 

Menurut Hukum Islam nikah adalah akad yang mengandung 

kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata 

tersebut.4Jadi, menurut pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki 

dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, 

maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dulu (Q.S. An 

Nisa (3) maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu…”5 

Tetapi suatu hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, 

perceraian dan pembatalan. Perkawinan yang putus karena adanya suatu 

pembatalan dapat terjadi sekalipun dari perkawinan tersebut telah lahir 

seorang anak. Pembatalan dapat terjadi apabila perkawinan yang ternyata 

kemudian hari tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan, namun perkawinannya sudah dilangsungkan. 

Bagaimanapun ketatnya pengawasan, namun kemungkinan 

terjadinya perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi, sudah 

selayaknya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dikarenakan tidak adanya 

manfaat dan lebih banyak mudaratnya. Pembatalan dapat diajukan 

melalui pengadilan supaya suatu perkawinan tertentu dinyatakan sah atau 

batal. Pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan dianggap 

seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan. 

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, 

 
4 Ma irtima in Pr iodjiohaimidjiojio, Hukum P ierka iwina in Indion iesia i (Ja ika irta i, Indioniesia i L iega il 

Cientier Publishing, 2011), hlm 8. 
5 Ba ikri Ai. Ra ihmain dain Aihma id Sukairdja i, Hukum P ierka iwina in Mienurut Islaim, Undaing- 

undaing Pierka iwina in dain Hukum P ierda ita i/BW,(Ja ika irta i, PT. Hida ika iryai Aigung, 1981), hlm 11. 
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karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. 

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah 

dilangsungkan akad nikah. Menurut Pasal 22 UU Perkawinan, 

menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.6Namun bila 

rukun yang tidak terpenuhi, berarti pernikahannya yang tidak sah. 

Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan pasal 22, 24, 26 dan 27 

UU Perkawinan.7 

Seperti yang tercantum dalam pasal 26 UU Perkawinan yaitu : 

 

1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah 

atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi 

dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis 

keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami 

atau isteri. 

2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan 

alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup 

bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte 

perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak 

berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.8 

Dalam Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan 

 
6 Indioniesia i (a i), iop. Cit, Pa isa il 22. 
7 H. Za iinuddin Aili, Hukum P ierda ita i Isla im di Ind ioniesia i, (Ja ika irta i, Sina ir Gra ifika i, 2006), 

hlm.37. 
8 Indioniesia i (a i), ibid. 
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bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama 

atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan 

untuk bertindak sebagai wali nikah.9 

Kemudian dalam huruf h juga dijelaskan bahwa Perwalian adalah 

kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak 

yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak 

cakap melakukan perbuatan hukum.10 

Seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : 

392/Pdt.G/2020/PA.Batg bahwa terdapat pembatalan perkawinan yang 

disebabkan karena wali nikah yang tidak sah. Maka, dapat kita ketahui 

bahwa perkawinan akan sah apabila terdapat wali nikah yang sah, hal ini 

dikarenakan apabila wali nikah tidak sah akan menjadi faktor dari 

pembatalan perkawinan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun judul 

dari skripsi penulis adalah ”PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH 

WALI YANG TIDAK BERHAK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN 

PERKAWINAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Perkara

 Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Batg)” 

 

 
 

 
9 Intruksi Priesid ien N io. 1 Taihun 1991 Tienta ing Kiompilaisi Hukum Isla im, Paisa il 1. 
10 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat beberapa 

hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini, di 

antaranya: 

1. Bagaimana keabsahan pelaksanaan perkawinan oleh wali yang 

tidak berhak? 

2. Bagaimana dasar wali yang tidak berhak mengakibatkan 

pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 

392/Pdt.G/2020/PA.Batg? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Dari penelitian ini Penulis ingin dapat mempelajari, meneliti, 

serta mengetahui bagaimana tindakan atau seperti apa memutuskan 

putusan yang tepat dari kasus tersebut. Adapun berdasarkan 

permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui keabsahan pelaksanaan perkawinan oleh wali 

yang tidak berhak. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor wali yang tidak 

berhak mengakibatkan pembatalan perkawinan dalam putusan 

nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg 
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2. Manfaat Penelitian 

 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu untuk memberikan 

manfaat dari sisi teoritis dan praktis, sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 

1) Menambah ilmu di bidang hukum perdata terkait keabsahan 

pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak. 

2) Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wali 

yang tidak berhak mengakibatkan pembatalan perkawinan 

b. Manfaat Praktis 

 

1) Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi 

penegak hukum khususnya terkait perkawinan oleh wali yang 

tidak berhak sebagai dasar pembatalan perkawinan. 

 

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori adalah suatu landasan pemikiran yang 

tersusun dari beberapa pandangan terkait dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Muhaimin, “kerangka teoritis merupakan susunan dari 

beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan 

sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, 

dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau 
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penulisan.”11 

Kierangka t ieiori ini sangat p ienting dalam p ienielitian s iebagai 

acuan untuk m ienientukan arah dan tujuan dalam p ienielitian. iOl ieh 

kariena itu, pienulis m ienggunakan biebierapa t ieiori siebagai landasan 

dari pienielitian ini, di antaranya: 

a. T ieiori K iepastian Hukum 

 

Kielsien m iengiemukakan pandangannya t ierkait d iengan 

kiepastian hukum, bahwa k iepastian hukum adalah s iebuah 

sistiem niorma. Niorma adalah p iernyataan yang m ieniekankan 

aspiek “s ieharusnya” atau das sioll ien, d iengan m ienyiertakan 

biebierapa p ieraturan t ientang apa yang harus dilakukan. 

Niorma-niorma adalah prioduk dan aksi manusia yang 

dielibieratif. 

Undang-Undang yang b ierisi aturan-aturan yang b iersifat 

umum mienjadi piedioman bagi individu biertingkah laku dalam 

biermasyarakat, baik dalam hubungan d iengan siesama individu 

maupun dalam hubungannya d iengan masyarakat. Adanya 

aturan itu dan pielaksanaan aturan t iersiebut m ienimbulkan 

kiepastian hukum.12 

Kiepastian hukum m ierupakan n iorma yang dijadikan 

piedioman dan tidak bisa dipisahkan dari hukum, khususnya 

niorma hukum tiertulis. 

 
11 Muhaiimin, Mietiodie P ien ielitia in Hukum. (Maita ira im-NTB: Ma ita ira im Univiersity Pr iess, 

2020), hlm. 40. 
12 Pietier Ma irzuki Maihmud, Piengainta ir Ilmu Hukum. (Jaika irta i: K ienca ina i, 2008), hlm. 136. 
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Adanya t ieiori kiepastian hukum di masyarakat ini, 

m ienjadikan s ietiap iorang dapat m iengantisipasi s ietiap tindakan 

yang akan dilakukannya.13 

b. T ieiori Pienyielundupan Hukum 

 

P ienyielundupan hukum adalah suatu pierbuatan yang 

biertujuan untuk m ienghindari b ierlakunya hukum nasi ional 

siehingga yang b iersangkutan m iempieriol ieh suatu k ieuntungan – 

kieuntungan t iert ientu s iesuai diengan k ieinginannya, s iebab 

baginya bierlaku hukum asing.14 

S ieringkali dalam prakt iek piers ioalan p ienyielundupan 

hukum ini diciont iohkan m ielalui suatu kasus p ierkawinan. 

Misalnya t ierjadi para pihak m ienggunakan bierbagai cara 

pienyielundupan hukum untuk dapat m ielangsungkan 

pierkawinan. Apabila tidak m iemakai cara-cara t iersiebut, maka 

m ierieka tidak akan mungkin dapat m ielangsungkan pierkawinan 

m ienurut hukum nasi ional m ierieka. Maka m ierieka m ienggunakan 

bierbagai cara “tipu muslihat” untuk m ienggielakkan hukum 

nasi ionalnya siendiri.15 

2. K ierangka K ionsieptual 

 

Diuraikan iol ieh Muhaimin “kierangka kionsieptual adalah 

susunan dari biebierapa kionsiep siebagai satu kiebulatan yang 

 
13 Fienc ie M. Wa intu, A intiniomi Da ila im P ieniega ikain Hukum iOlieh Haikim, Jurna il Bierka ila i 

Mimba ir Hukum V iol.19, Nio. 3. (2007), hlm. 393. 
14 Suda irgio Ga iuta imai, P iengainta ir Hukum Pierda ita i Intiernaisiiona il Indion iesia i, Ba ida in 

Piembina ia in Hukum Naisiiona il - Bina icipta i, Ba indung, 2012, hlm. 148. 
15 Ibid. 
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utuh, siehingga t ierbientuk suatu wawasan untuk dijadikan 

landasan, acuan, dan piedioman dalam pienielitian atau 

pienulisan.”16 

Adapun kierangka kionsiep yang digunakan dalam 

pienielitian ini, di antaranya: 

a. Pierkawinan 

P ierkawinan pada Pasal 1 UU P ierkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara sieiorang pria diengan sieiorang wanita siebagai 

suami istri diengan tujuan m iembientuk k ieluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kiekal bierdasarkan Kietuhanan Yang 

Maha iEsa.17 

Ikatan lahir adalah hubungan f iormal yang dapat dilihat 

kariena dib ientuk m ienurut undang-undang, suatu hubungan 

dimana m iengikat kiedua pihak dan pihak lain dalam 

masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak fiormal yang 

dib ientuk diengan kiemauan biersama siecara sungguh-sungguh, 

yang biertujuan untuk m iengikat kiedua pihak saja. 

Yang dimaksud ikatan antara s ieiorang pria dan s ieiorang 

wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya 

t ierjadi antara sieiorang pria dan wanita saja. S ieiorang pria 

artinya sieiorang yang bierj ienis kielamin pria, siedangkan sieiorang 

wanita artinya sieiorang yang bierj ienis k ielamin wanita. J ienis 

 
16 Muhaiimin, iop.cit, hlm. 42. 
17 Indioniesia i (a i), iop. cit. 
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kielamin yang dimaksud ini adalah k iodrat (karunia Tuhan), 

bukan kariena b ientukan manusia. 

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak s iebagai 

akibat dari adanya ikatan lahir batin (pierkawinan). Apabila 

tidak ada ikatan lahir batin b ierarti tidak pula ada fungsi 

siebagai suami istri.18 

b. Piembatalan Pierkawinan 

Dalam UU P ierkawinan, tidak dijielaskan siecara j ielas 

diefinisi dari piembatalan p ierkawinan t iersiebut. Namum, 

bierdasarkan Pasal 22 UU P ierkawinan m ienj ielaskan bahwa 

piembatalan pierkawinan hanya dapat dibatalkan apabila para 

pihak tidak m iem ienuhi syarat-syarat m ielangsungkan 

pierkawinan.19Bierdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU P ierkawinan 

m ienj ielaskan pula bahwa batalnya suatu pierkawinan dimulai 

siet ielah kieputusan P iengadilan m iempunyai k iekuatan hukum 

yang t ietap dan bierlaku s iejak saat b ierlangsungnya 

pierkawinan.20 

P iembatalan p ierkawinan diatur juga dalam KHI, 

piembatalan pierkawinan biasa dis iebut d iengan k iebatalan 

pierkawinan dan cara untuk mieminta kiebatalan pierkawinan 

yang t ielah bierlangsung adalah dari suatu p ierkawinan yang 

 
18 A ibdulkaidir M, Hukum Pierda ita i Ind ioniesia i, (Ba indung : PT. Citra i Aiditya i Ba ikti, 2000), 

ha il.74. 
19 Indioniesia i (a i), iop. Cit., Pa isa il 22. 
20 Indioniesia i (a i), iop. Cit., Pa isa il 28. 
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tidak m iem ienuhi syarat. 

Batalnya  p ierkawinan itu hanya dapat t ierjadi iol ieh putusan 

hakim saja. Hal ini siesuai diengan sifat pierkawinan itu siendiri 

yang sielalu harus dilakukan dibawah piengawasan niegara. 

Tientu saja agar pierkawinan yang dibatalkan maka 

siebielumnya haruslah bienar-bienar ada siebuah pierkawinan 

yang dis iel ienggarakan. 

Pada prinsipnya suatu p ierkawinan yang dilakukan adalah 

sah, sampai pada saat p ierkawinan itu dinyatakan batal dan 

hak untuk m ieminta kiebatalan dari suatu p ierkawinan itu 

hanya dib ierikan k iepada biebierapa iorang t iert ientu saja. iOrang 

itu dapat miemp iergunakan haknya untuk m ieminta k iebatalan 

dari suatu p ierkawinan, tapi jika tidak maka pierkawinan 

t iersiebut dapat b ierlangsung t ierus dan sah.21 

Kiet ientuan t ientang p iembatalan p ierkawinan diatur dalam 

Pasal 86 sampai diengan 92 KUHP ierdata yang m ierupakan 

kiet ientuan yang sudah limitativie artinya alasan-alasan lain 

tidak mungkin lagi. Didalamnya diatur t ientang kieadaan 

bagaimana sies ieiorang dapat m ieminta piembatalan, sielain itu 

dit ientukan pula siapa saja yang bierhak m ielakukan p iembatalan 

pierkawinan.22 M ienurut Hukum Islam suatu pierkawinan dapat 

 
21 A ili Aifa indi, Hukum Wairis, Hukum Kielua irga i, Hukum P iembuktiain, (Ja ika irta i: Bina i 

Aiksa ira i, 1986), hail 117. 
22 R. S io ietiojio Pra iwir iohaimidjiojio dain Aisis Sa ifiio iedin, Hukum iOra ing da in Kieluairga i, 

(Ba indung: Pien ierbit ailumni, 1986), hail 33. 
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batal (niietig) atau fasid (viernieitgbaar). Untuk m iengietahui 

sampai s iejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad 

nikah, pierlu dik ietahui status hukum akad nikah yang 

dilangsungkan itu s iehubungan d iengan l iengkap atau tidaknya 

rukun dan syarat yang wajib ada didalamnya. 

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah 

t iersiebut t ielah t ierpienuhi s iegala rukun dan syaratnya. Jika 

suatu akad nikah kurang salah satu, atau b iebierapa rukun atau 

syaratnya, maka dis iebut akad nikah yang tidak sah. Pasal 22 

UU P ierkawinan m ienyiebutkan bahwa pierkawinan dapat 

dibatalkan apabila para pihak tidak m iem ienuhi syarat-syarat 

untuk mielangsungkan pierkawinan.23 

a. Wali nikah 

S iepierti yang t iercantum dalam pasal 26 UU 

P ierkawinan yaitu : 

1) P ierkawinan yang dilangsungkan dimuka piegawai 

piencatat pierkawinan yang tidak bierwienang, wali-

nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa 

dihadiri iol ieh 2 (dua) iorang saksi dapat dimintakan 

piembatalannya iol ieh para k ieluarga dalam garis 

kieturunan lurus kieatas dari suami atau ist ieri, jaksa dan 

suami atau ist ieri. 

 
23 Indioniesia i (a i), iop. Cit., Pa isa il 22. 
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2) Hak untuk m iembatalkan iol ieh suami atau ist ieri 

bierdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur 

apabila m ierieka t ielah hidup b iersama siebagai suami 

ist ieri dan dapat m iempierlihatkan akt ie pierkawinan yang 

dibuat p iegawai piencatat p ierkawinan yang tidak 

bierwienang dan pierkawinan harus dip ierbaharui supaya 

sah.24 

Dalam Pasal 1 huruf b Kiompilasi Hukum Islam (KHI) 

m ienj ielaskan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang 

ditunjuk iol ieh Mient ieri Agama atau p iejabat yang ditunjuk 

iol iehnya, yang dib ieri hak dan kiewienangan untuk biertindak 

siebagai wali nikah.25 

Kiemudian dalam huruf h juga dij ielaskan bahwa 

P ierwalian adalah kiewienangan yang dib ierikan kiepada 

siesieiorang untuk m ielakukan siesuatu pierbuatan hukum s iebagai 

wakil untuk kiepientingan dan atas nama anak yang tidak 

m iempunyai kiedua iorang tua, iorang tua yang masih hidup, 

tidak cakap m ielakukan pierbuatan hukum.26 

 

 

E. Mietiod ie P ien ielitian 

 

 
24 Indioniesia i (a i), Pa isa il 26. 
25Intruksi Priesid ien N io. 1 Taihun 1991 Tienta ing K iompilaisi Hukum Isla im, iop. Cit. 
26 Ibid. 
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1. Jienis Pien ielitian 

 

Adapun pienielitian dalam skripsi ini adalah p ienielitian hukum 

yang biersifat niormatif, pienielitian hukum niormatif adalah pienielitian 

yang ditujukan untuk m iengkaji kualitas dari niorma hukum itu 

siendiri.27Miengingat p ienielitian ini mierupakan pienielitian yang l iebih 

m ienitik bieratkan pada kiepientingan akad iemis, siehingga yang 

dihasilkan dari pienielitian hukum ini pun adalah b ierupa 

riekiom iendasi dan saran yang akan digunakan untuk m ienjawab isu 

hukum yang dihadapi.28Miet iodie atau cara yang akan dit iempuh 

dalam hal ini adalah pienielitian dieduktif, kariena pienielitian diengan 

m iet iodie dieduktif, p ien ielitian dimulai dan bierpangkal pada prinsip-

prinsip dasar. 

Hal ini ciociok diengan hukum di Indioniesia yang m ienganut sist iem 

hukum civil law (ieriopa k iontiniental). M iengingat inti dari p ienielitian 

hukum itu adalah m ielakukan p iengujian m iengienai s iejauh mana 

t ieiori hukum dapat dit ierapkan di dalam suatu masyarakat t iert ientu 

dan apakah aturan- aturan hukum t iert ientu dipatuhi iol ieh piem iegang 

pieran dalam hidup b iermasyarakat. S iehingga m iet iodie pienielitian yang 

akan digunakan dalam pienielitian ini adalah p ienielitian hukum siecara 

niormatif. 

 

2. Piend iekatan Pien ielitian 

 

 
27 M iera iy Hiendrik Mieza ik, J ienis M ietiod ie dain P iendieka ita in da ilaim P ien ielitia in Hukum”,Laiw 

R ieviiew, V iol V Nio.3 (Taingiera ing: Fa ikulta is hukum Univ iersita is Pielita i Ha ira ipa in, 2006), hail. 87. 
28 Ibid, hail 41. 
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Tierdapat biebierapa piendiekatan dalam m ielakukan pienielitian 

hukum yang biertujuan untuk m iempieriol ieh inf iormasi dari b ierbagai 

aspiek t ierkait isu yang siedang dibahas. Piendiekatan ini 

m ienggunakan bahan-bahan pustaka (bahan siekundier) siebagai data 

utama untuk m ienganalisis kasus, pienielitian t ierhadap sist iematika 

hukum, dan p ienielitian t ierhadap pierbandingan hukum. P ienielitian ini 

m ienggunakan dua m iet iodie piendiekatan pienielitian, yaitu piendiekatan 

pierundang-undangan (statuie apprioach) dan P iendiekatan kasus 

(casie apprioach). 

a. Piend iekatan Pierundang-Undangan (statuie apprioach) 

 

Skripsi ini mienggunakan piendiekatan pierundang-

undangan, P iend iekatan undang-undang ini, dilakukan diengan 

cara m ienielaah undang-undang dan r iegulasi yang 

biersangkutan d iengan p ierkawinan, piembatalan pierkawinan, 

dan macam-macam status hukum sieiorang anak dalam 

pierkawinan maupun p iembatalan p ierkawinan. Pieraturan 

pierundang-undangan yang p ienulis fiokuskan dalam skripsi ini 

adalah Undang- Undang Niom ior 1 Tahun 1974 T ientang 

P ierkawinan dan P ieraturan P iem ierintan N iom ior 9 Tahun 1975 

Tientang P ielaksanaan Undang- undang N iom ior 1 Tahun 1974 

Tientang P ierkawinan, Intruksi Pr iesid ien Nio. 1 Tahun 1991 

Tientang Kiompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah 

Kionstitusi RI N io. 46/PUU-VII/2010 T ientang P iengujian 
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Tierhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nio. 1 Tahun 1974 

Tientang  Pierkawinan. 

P iendiekatan ini dilakukan diengan m ienielah siegala 

pieraturan pierundang- undangan yang b ierkaitan diengan isu 

hukum yang dit ieliti. 

 

b. Piend iekatan Kasus (casie apprioach) 

 

1) Skripsi ini mienggunakan p iendiekatan kasus, Dalam 

m ienggunakan piendiekatan kasus, p ienieliti m ienielah kasus-

kasus yang m iemiliki riel ievansi diengan t iopik yang diangkat 

dalam skripsi ini, tierutama kasus yang t ielah m ienjadi 

putusan p iengadilan yang t ielah m iemiliki kiekuatan hukum 

t ietap.P ienieliti m ierujuk kiepada putusan hakim 

m iengienaip iembatalan p ierkawinan yang t ierdapat dalam 

putusan Nio. 392/Pdt.G/2020/PA.Batg. 

 

3. Sumbier Data Hukum 

 

Dalam m iengkaji pienielitian ini dibutuhkan jienis data primier, 

data siekundier, dan data t iersiier yang b ierasal dari b iebierapa buku 

hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan bahan bahan hukum 

piendukung yang s iesuai diengan masalah yang diangkat. Sumb ier 

data prim ier “ialah data yang didapatkan dari sumb ier aslinya atau 

sumb ier piertama.”29 Siedangkan, sumb ier data s iekundier dip ieriol ieh dari 

 
29 Da ivid Tain, ‘Mietiod ie Pien ielitia in Hukum: Miengupais Da in M iengulais Mietiod ioliogi Daila im 

Mieny ielienggaira ika in P ienielitia in Hukum’. Nusa inta ira i: Jurna il Ilmu P iengieta ihuain S iosia il 8.8, (2021), 
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bieragam pustaka yang r iel ievan yakni bahan hukum primier, bahan 

hukum siekundier dan bahan hukum tiersiier. 

a. Bahan Hukum Primier 

 

Bahan hukum prim ier m ierupakan bahan hukum yang b iersifat 

aut ioritatif yang artinya m iempunyai iot ioritas bierkaitan d iengan 

iobj iek yang dit ieliti. Bahan hukum prim ier m ierupakan bahan 

hukum yang m iempunyai kiekuatan m iengikat. Bahan hukum 

primier t ierdiri dari pierundang-undangan, catatan- catatan riesmi 

atau risalah dalam piembuatan pierundang-undangan dan putusan 

hakim. 

Dalam skripsi ini, bahan-bahan hukum prim ier yang 

digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum P ierdata, 

Undang-Undang Niom ior 1 Tahun 1974 T ientang P ierkawinan, 

P ieraturan P iem ierintah Niom ior 9 Tahun 1975 Tientang P ielaksanaan 

Undang-undang Niom ior 1 Tahun 1974 Tientang P ierkawinan, 

Intruksi Priesid ien N io. 1 Tahun 1991. 

Tientang Kiompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah 

Kionstitusi RI Nio. 46/PUU-VII/2010 t ientang P iengujian Tierhadap 

Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nio. 1 Tahun 1974 T ientang 

P ierkawinan dan Putusan Piengadilan Agama Nio. 

392/Pdt.G/20202/PA.Batg. 

b. Bahan Hukum Siekundier 

 
hlm. 2471. 
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Bahan hukum siekundier “m ierupakan bahan hukum yang 

ieksist iensinya bierfungsi untuk m ienyiediakan ielabiorasi l iebih 

lanjut t ierhadap bahan hukum primier.”30 Bahan hukum yang 

digunakan dalam p ienielitian ini t ierdiri dari buku-buku yang 

ditulis iol ieh para ahli hukum, t ieiori-t ieiori dan p iendapat para ahli, 

bierbagai jurnal hukum, artik iel hukum, dan putusan p iengadilan. 

c. Bahan Hukum Tiersi ier 

Bahan hukum t iersiier “adalah bahan hukum yang biersifat 

piel iengkap yang m ienyiediakan p ietunjuk ataupun ielabiorasi l iebih 

lanjut t ierhadap bahan hukum primier.”31Bahan hukum yang 

digunakan dalam p ienielitian ini t ierdiri dari Kamus B iesar Bahasa 

Indioniesia, kamus hukum, dan pienielusuran di int ierniet. 

 
 

F. T ieknik Piengumpulan Sumbier Data Hukum 

P iengumpulan sumb ier data harus sielalu m iengacu pada 

p iermasalahan dan tujuan m ielalui studi k iepustakaan. 

Studi kiepustakaan m ierupakan pienielitian bahan hukum dari 

b ierbagai sumb ier yang dip ierlukan dalam p ien ielitian niormatif yang 

dip ieruntukan untuk publik.32 Tieknik piengumpulan sumb ier data 

dilakukan mielalui pierpustakaan, artik iel dari int ierniet, dan l iembaga lain 

yang m iempublikasikan diokum ien yang bierkaitan diengan masalah 

p ienielitian. 

 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Muhaiimin, iop.cit., hlm. 65. 
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G. Analisis Sumber Data Hukum 

 

Analisis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif, yaitu memberikan deskripsi dalam bentuk 

kata-kata atas hasil perolehan sumber data dan mengutamakan kualitas 

dari bahan yang diperoleh. 

Secara singkatnya, melakukan penafsiran terhadap sumber data 

hukum yang telah diolah dan melakukan pemahaman untuk 

mendapatkan kesimpulan dari masalah yang diangkat. 

 

H. Sistematika Penulisan 

 

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan guna 

memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini. Adapun 

sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG  

PERKAWINAN, PEMBATALAN 

PERKAWINAN, DAN WALI NIKAH 
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Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai 

perkawinan, pembatalan perkawinan, dan wali 

nikah 

BAB III STUDI  PUTUSAN PERKARA NOMOR: 

392/Pdt.G/2020/PA.Batg 

Dalam bab ini akan membahas tentang putusan 

pengadilan agama, meliputi kronologi perkara, dan 

putusan hakim. 

BAB IV PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH  

WALI YANG TIDAK BERHAK SEBAGAI 

DASAR  PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi 

Kasus Putusan Perkara Nomor: 

392/Pdt.G/2020/PA.Batg) 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis 

permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah. 

Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan 

perkawinan oleh wali yang tidak berhak, bagaimana 

faktor wali yang tidak berhak mengakibatkan 

pembatalan perkawinan dalam putusan nomor  

392/Pdt.G/2020/PA.Batg. 

BAB V   PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan 
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permasalahan dan saran yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.


